KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 134 TAHUN 2023
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor S5 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila, perlu menetapkan nomenklatur
jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Peta Jabatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
digunakan untuk menentukan prioritas kebutuhan pegawai
dalam jangka waktu S (lima) tahun dan menjadi pedoman
dalam penataan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila.
Kebutuhan pegawai sebagaimana yang tercantum dalam Peta
Jabatan ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja organisasi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2023

SEKRETARIS UTAMA,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PETA JABATAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KEPALA BIRO PERENCANAAN S
DAN KEUANGAN 1
|
[ ]
JUMLAL JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BAGIAN KEUANGAN 1 NO. JABATAN JUMLAH
1 Perencana Ahli Utama 1
KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA JUMLAH 2 Perencana Ahli Madya 5
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN 1
3 Perencana Ahli Muda 9
|
NO. JABATAN JUMLAH 4 Perencana Ahli Pertama 17
1 Penelaah Teknis Kebijakan 13 ci Arsiparis Mahir/Pelaksana 1
Lanjutan
2 Pengolah Data dan Informasi + 6 Arsiparis Terampil/Pelaksana 2
- 5 JUMLAH
KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN -
PELAPORAN KEUANGAN 1 18 S JUMLAH
I 1 Penelaah Teknis Kebijakan 7
NO. JABATAN JUMLAH
i & Penelaah Teknis Kebijakan 5
2 Pengoplah Data dan Informasi 8
ST ey JUMLAH
NO. JENIS JABATAN (KEBUTUHAN)
1 JPT PRATAMA 1
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA e , -
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1 2 g L d
| 3 PENGAWAS 3
NO. JABATAN JUMLAH - -
: i 4 FUNGSIONAL 35
1 Penelaah Teknis Kebijakan 8
T 5 PELAKSANA 46
2 Pengolah Data dan Informasi 1
TOTAL 86

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

KEPALA BIRO HUKUM DAN JUMLAH
ORGANISASI 1
|
[
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN | —JUMLAH JARNEATT FUNGSIUHAL
TATA LAKSANA 1 NO. JABATAN JUMLAH
1 Perancang Peraturan Perundang- 3
undangan Ahli Madya
i : JUMLAH 2 Perancang Peraturan Perundang- 4
KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI 1 undangan Ahli Muda
T Perancang Peraturan Perundang-
- 3 2 +
NO. JABATAN JUMLAH undangan Ahli Pertama
1 Penyusun Materi Hukum 4 4 Analis Hukum Ahli Madya 2
dan Perundang -Undangan
: i 5 Analis Hukum Ahli Muda 3
KEPALA SUBBAGIAN TATA JUMLAH 6 Analis Hukum Ahli Pertama 4
LAKSANA DAN REFORMASI 1 7 Arsiparis Mahir/Pelaksana 1
BIROKRASII Lanjutan
NO. JABATAN JUMLAH 8 Arsiparis Terampil /Pelaksana 2
Penata Kelola Hukum dan
1 4
Perundang - Undangan
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA L5 0 “NIS . JUMLAH
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 1 NO. JENIS JABATAN (KEBUTUHAN)
,l 1 JPT PRATAMA 1 NO. JABATAN JUMLAH
NO. JABATAN JUMLAH 1 Penata Kelola Hukum dan 8
1 Penelaah Teknis Kebijakan 1 2 ADMINISTRATOR 1 Perundang - Undangan
9 Pengolah Data dan 5 3 PENGAWAS 3 2 Dokumentalis Hukum 3
Informasi )
4 FUNGSIONAL 23 3 Pengolah Data dan Informasi 3
5 PELAKSANA 28
TOTAL 56

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BIRO UMUM DAN SDM JUMLAH
1
|
KEPALA BAGIAN MANAJEMEN 2LeL g JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH
BARANG MILIK NEGARA NO. dasa AN JJUMLAH n 5
) P 16la Penzataan KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
LAYANAN PENGADAAN, DAN 1 1 CrE: £a 4 MANUSIA 1
RUMAH TANGGA Barang/Jasa Ahli Muda
2 Pengelola Pengadaan 6
Barang/Jasa Ahli Pertama
3 Analis Pengembangan 2 - -
TUMLAH Kompetensi ASN Ahli Madya KEjPA‘LA SUBBAGIAN JUMLAH
KEPALA SUBBAGIAN 4 Analis Pengembangan 2 }-’I:.Hl:.:NCANAAN D}}N 1
MANAJEMEN BMN 1 Kompetensi ASN Ahli Muda PENGELOLAAN KINP—RIJA
T - Analis Pengembangan =
NO. JABATAN JUMLAH b Kompetensi ASN Ahli Pertama 3 NO. SAsA AN JUMLAH
| s 6 Analis SDM Aparatur Ahli Madya 3 ! Penelaah Teknis Kebijakan 2
1 Penelaah Teknis Kebijakan 3
1 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 4
2 Pengolah Data dan 4 " Analis SDM Aparatur Ahli " KEPALA SUBBAGIAN MUTASI ALRLUEAS
Informasi Pertama DAN PENGEMBANGAN 1
9 Arsiparis Mahir/Pelaksana 1 T
SUMLAH Lanjutan NO. JABATAN JUMLAH
KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN 10 Arsiparis Terampil /Pelaksana 2 1 Penelaah Teknis 5
PENGADAAN 1 Kebijakan
I
NO. JABATAN JUMLAH 9. Pengolah Data dan 2
1 Penelaah Teknis 3 Informasi
Kebijakan JUMLAH
2 Pengolah Data dan = NO. | JENIS JABATAN (KEBUTUHAN)
Informasi
. AR REATAMY : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAH JUMIAT
2 | ADMINISTRATOR o ABIRO UMUM DAN SDM 1
. JUMLAH |
LI SUBBAG‘IAN Lk L 3 PENGAWAS 6 NO. JABATAN JUMLAH
TANGGA 1 :
I — - 1 Penelaah Teknis 1
4 FUNGSIONAL 1 ii
NO. JABATAN JUMLAH Lo
Penelaah Teknis 5 PELAKSANA 32 Pengolah Data dan
1 b 5 2 ; 1
Kebijakan Informasi
2 Pengolah Data dan TOTAL 72
: 1
Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



BIRO FASILITASI PIMPINAN,

PETA JABATAN
HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

KEPALA BIRO FASILITASI
PIMPINAN, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN

JUMLAH

KEPALA BAGIAN FASILITASI

PIMFINAN

JUMLAH

KEPALA SUBBAGIAN

FASILITASI DEWAN

PENGARAH DAN KEPALA

JUMLAH

1

NO.

JABATAN

JUMLAH

1

Penelaah Teknis
Kebijakan

7

Pengolah Data dan
Informasi

Penata Keprotokolan

KEPALA SUBBAGIAN
FASILITASI WAKIL KEPALA,
STAF KHUSUS DEWAN
PENGARAH, DEWAN PAKAR,
DAN KELOMPOK AHLI

JUMLAH

NO.

JABATAN

JUMLAH

1

Penelaah Teknis
Kebijakan

7

Pengolah Data dan
Informasi

Penata Keprotokolan

KEPALA SUBBAGIAN
PROTOKOL, FASILITASI

MATERI DAN RAPAT

PIMPINAN

JUMLAH

1

|
JABATAN

JUMLAH

Penelaah Teknis
Kehijakan

5

Penata Keprotokolan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ADMINISTRASI
|
1
JUMLAH JUMLAH
KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN TATA
HUBUNGAN MASYARAKAT 1 USAHA DAN ARSIP 1
1
JUMLAH KEPALA SUBBAGIAN TATA JUMLAH
KEPALA SUBBAGIAN JUMIAH —| KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEDEPUTIAN
HUBUNGAN MEDIA DAN USAHA SEKRETARIS UTAMA 1 —| BIDANG HUBUNGAN ANTAR
PENGADUAN MASYARAKAT 1 LEMBAGA, SOSIALISASI, 1
- T KOMUNIKASI, DAN
WO, JABATAN JUMLALL sl AR TAN JUMLAH JARINGAN :
i 1 Penelaah Teknis 3 KEPALA SUBBAGIAN TATA JUMLAH
1 Rencam feens 2 Kebijakan : NG JABATAN JUMLATL USAHA BIRO FASILITASI
S e T A TEE PIMPINAN, HUBUNGAN .
e 2 engolah Data dan 1 1 Spreariy 3 MASYARAKAT, DAN
2 Pﬂ]g:‘;;ﬁiﬁ:;? dan 3 Informasi Kebijakan ADMINISTRASI
3 Penata Keprotokolan 1 2 P‘“*"]“rll';i’rr]f:::? s 1 N0 JABATAN JUMLAH
JABATAN FUNGSIONAL enialaah Toloii
NO. JABATAN JUMLAH 1 I 1
. T 3 Penata Keprotokolan 1 Kebijakan
1 Arsiparis Ahli Muda 4 KEPALA SUBBAGIAN TATA JUMLAH = - —
USAHA KEDEPUTIAN 2 eng;:l«;h Data dan 1
2 Arsiparis Ahli Pertama 6 B Eg[?{}gg:é}‘]ﬁh; 1 s
3 Arsiparis Penyelia 4 PENGAWASAN REGULASI
1 = T .
Arsiparis N0 JABATAN JUMLAH EEPALA SUHBAGIAN TATA JUMLAH
4 Mahir/Pelaksana 18 = — USAHA KF:',DEP'_UTI_AN
Lanjutan 1 Penelaah Teknis 3 PENGHKAJIAN DAN MATERI 1
5 Arsiparis . lchijelan KEPALA SUBBAGIAN JUMLAH
- T pil / Pelaksane T I PERSURATAN DAN
ety Hhakias AR 2 Pengelati Data den 1 NO. JABATAN JUMLAH KEARSIPAN 1
[ o 3 Informasi 7
Madya 1 Penelaah Teknis 3
e Pranata Humas Ahli Kebijakan
T Muds 4 3 Penata Keprotokolan 1 NO. JABATAN TUMLAN
s Pranata Humas Ahl . 2 Pﬂlf.%]url‘?:r 2:: dan 1 . Pengolah Data dan ]
Pertama Informasi
KEPALA SUBBAGIAN TATA JUMLAH
[ USAHA KEDEPUTIAN 3 Penata Keprotokolan 1
PENDIDIKAN DAN 1
PELATIHAN
- JENIS JABATAN Ikcg{_’:'ﬁi; 5 T .
s NO. JABATAN JUMLAH [ KEPALA SUBBAGIAN TATA A
Penelaah Teknis USAHA KEDEPUTIAN
: i ; 1 Kebijakan 3 PENGENDALIAN DAN 1
EVALUASI
2 ADMINISTRATOR 3 2 Pengolah Data dan 1 T
5 AT AL 12 Informasi NO. JABATAN JUMLAH
s o ar he
Penelaah Teknis
4 FUNGSIONAL 69 3 Penata Keprotokolan 1 1 Kebijakan 3
5 PELAKSANA 65 2 Pengolah Dulg dan 1
Informasi
TOTAL 150
3 Penata Keprotokolan 1




PETA JABATAN
BIRO PENGAWASAN INTERNAL

KEPALA BIRO PENGAWASAN
INTERNAL

JUMLAH

1

KEPALA SUBBAGIAN TATA JUMLAH
USAHA BIRO PENGAWASAN 1
INTERNAL
1
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis Kebijakan 1
Pengolah Data dan
2 d 2
Informasi
JUMLAH
NO. JENIS JABATAN (KEBUTUHAN)
1 JPT PRATAMA 1
2 ADMINISTRATOR 0
3 PENGAWAS 1
4 FUNGSIONAL 36
5 PELAKSANA 20
TOTAL 58

JABATAN FUNGSIONAL

NO. JABATAN JUMLAH
1 Auditor Ahli Utama 1
2 Auditor Ahli Madya 3
3 Auditor Ahli Muda 9
4 Auditor Ahli Pertama 17
5 Auditor Pelaksana 4
6 Arsiparis Mahir/Pelaksana 1
Lanjutan
74 Arsiparis Terampil/Pelaksana 1
NO. JABATAN JUMLAH
| Penelaah Teknis Kebijakan 12
2 Pengolah Data dan Informasi 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




PETA JABATAN
DIREKTORAT HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SAMA

DIREKTUR HUBUNGAN JUMLAH
ANTAR LEMBAGA DAN 1
KERJA SAMA
JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli
|l 3
Madya
Analis Kebijakan Ahli
2 3
Muda
Analis Kebijakan Ahli
3 3
Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 21
Kebijakan
Pengolah Data dan
2 : 3
Informasi

JUMLAH

JENIS JABATAN (KEBUTUHAN)
JPT PRATAMA 1
ADMINISTRATOR 0
PENGAWAS 0
FUNGSIONAL 9
5 PELAKSANA 24
TOTAL 34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI

JUMLAH
DIREKTUR SOSIALISASI
DAN KOMUNIKASI 1
JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli
1 2
Madya
o Analis Kebijakan Ahli 3
Muda
3 Analis Kebijakan Ahli ¥,
Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 16
Kebijjakan
Pengolah Data dan
2 . 2
Informasi
JENIS JABATAN [K;;Iﬁ%ﬁgm }
JPT PRATAMA 1
ADMINISTRATOR 0
PENGAWAS 0
FUNGSIONAL 9
PELAKSANA 18
TOTAL 28

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT JARINGAN DAN PEMBUDAYAAN

JUMLAH
DIREKTUR JARINGAN DAN
PEMBUDAYAAN 1
JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli
1 D)
Madya
9 Analis Kebijakan Ahli 3
Muda
Analis Kebijakan Ahli
3 4
Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 11
Kebijakan

JENIS JABATAN [K;éﬁ%\,?m )
JPT PRATAMA 1
ADMINISTRATOR 0
PENGAWAS 0
FUNGSIONAL 10
PELAKSANA 11
TOTAL 22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT ANALISIS DAN PENYELARASAN

JUMLAH

DIREKTUR ANALISIS DAN
PENYELARASAN 1

JABATAN FUNGSIONAL

NO. JABATAN JUMLAH
Perancang Peraturan
il Perundang-Undangan 1

Ahli Utama
Perancang Peraturan
2 Perundang-Undangan 3

Ahli Madya
Perancang Peraturan
3 Perundang-Undangan 3

Ahli Muda
Perancang Peraturan
4 Perundang-Undangan 6
Ahli Pertama

NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 10

Kebijakan

Pengolah Data dan 1

Informasi

- JUMLAH
JENIS JABATAN (KEBUTUHAN)

JPT PRATAMA 1

ADMINISTRATOR 0

PENGAWAS 0

FUNGSIONAL 13

4]

PELAKSANA 11

TOTAL 25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN

NO. JENIS JABATAN [KI;.:]I;JLI?TII‘LI‘JA;AN]
1 JPT PRATAMA 1
2 ADMINISTRATOR 0
3 PENGAWAS 0
4 FUNGSIONAL 11
5 PELAKSANA 18
TOTAL 30

DIREKTORAT ADVOKASI
JUMLAH
DIREKTUR ADVOKASI 1
JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
1 Analis Hukum Ahli 3
Madya
5 Analis Hukum Ahli 4
Muda
Analis Hukum Ahli
3 4
Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 15
Kebijakan
Pengolah Data dan
2 : 3
Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN REGULASI

DIREKTUR PENYUSUNAN | JUMLAH
REKOMENDASI KEBIJAKAN .
DAN REGULASI

JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
1 Analis Hukum Ahli 3
Madya
5 Analis Hukum Ahli 3
Muda
Analis Hukum Ahli
3 4
Pertama
Perancang Peraturan
4 Perundang-Undangan 2
Ahli Madya
Perancang Peraturan
S Perundang-Undangan 3
Ahli Muda
Perancang Peraturan
6 Perundang-Undangan 6
Ahli Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
Penelaah Teknis
: JUMLAH
JENIS JABATAN (KEBUTUHAN) 1 Kebij akan 10
JPT PRATAMA 1
ADMINISTRATOR 0
PENGAWAS 0
FUNGSIONAL 21
PELAKSANA 10
TOTAL 32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DIREKTUR PENGKAJIAN | JUMLAH
KEBIJAKAN PEMBINAAN 1
IDEOLOGI PANCASILA
JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli
1 1
Utama
Analis Kebijakan Ahli
2 2
Madya
3 Analis Kebijakan Ahli 3
Muda
Analis Kebijakan Ahli
4 4
Pertama
5 Peneliti Ahli Pertama 8
NO. JABATAN KLS | JUMLAH
Penelaah Teknis
! Kebijakan v 49
JENIS JABATAN [K;;Iﬂ?{j\gﬂm
JPT PRATAMA 1
ADMINISTRATOR 0
PENGAWAS 0
FUNGSIONAL 19
PELAKSANA 25
TOTAL 45

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT PENGKAJIAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DIREKTUR PENGKAJIAN JUMLAH

MATERI PEMBINAAN

IDEOLOGI PANCASILA :

JABATAN FUNGSIONAL

NO. JABATAN JUMLAH
Perancang Peraturan
1 Perundang — 1

Undangan Ahli Madya
Perancang Peraturan
2 Perundang — 2
Undangan Ahli Muda
Perancang Peraturan

3 Perundang — 9
Undangan Ahli
Pertama
Analis Kebijakan Ahli
4 1
Utama
Analis Kebijakan Ahli
9 Madya o JUMLAH
NO. JENIS JABATAN st
6 Analis Kebijakan Ahli 4 (KEBUTUHAN)
Muda 1 JPT PRATAMA 1
- Analis Kebijakan Ahli 4 o ADMINISTRATOR 0
Pertama
3 PENGAWAS 0
4 FUNGSIONAL 17
5 PELAKSANA 16
NO. JABATAN JUMLAH TOTAL 34
1 Penelaah Teknis 16
Kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



DIREKTORAT PENGKAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

2

PETA JABATAN

DIREKTUR PENGKAJIAN

IMPLEMENTASI PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

JUMLAH

1

NO.

JENIS JABATAN

JUMLAH
[KEBUTUHAN)

JPT PRATAMA

1

ADMINISTRATOR

0

PENGAWAS

0

FUNGSIONAL

11

o

PELAKSANA

15

TOTAL

27

JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli
1 3
Madya
2 Analis Kebijakan Ahli 4
Muda
Analis Kebijakan Ahli
3 4
Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 15
Kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




PETA JABATAN
DIREKTORAT PERENCANAAN, STANDARDISASI, DAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DIREKTUR PERENCANAAN, | JUMLAH
STANDARDISASI, DAN
KURIKULUM PENDIDIKAN 1
DAN PELATTHAN

JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli
1 2
Madya
o Analis Kebijakan Ahli 9
Muda
3 Analis Kebijakan Ahli 9
Pertama
4 Pengcmbang TEl?ﬂDngi 1
Pembelajaran Ahli Utama
5 Pcngcmbang Tck_nl:lll:lgi 3
Pembelajaran Ahli Madya
A A
embelajaran a . y JUMLAH
Pengembang Teknologi P it ik (KEBUTUHAN)
Pembelajaran Ahli 6 1 JPT PRATAMA 1
Pertama
2 ADMINISTRATOR 0
3 PENGAWAS 0
NO. JABATAN JUMLAH 4 FUNGSIONAL 21
1 Fegclaah Tk 10 5 PELAKSANA 15
Kebijakan
9 Pengolah Data dan 5 TOTAL 37
Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DIREKTUR JUMLAH
PENYELENGGARAAN
PROGRAM PASUKAN
PENGIBAR BENDERA

PUSAKA

JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli 3
Madya
Analis Kebijakan Ahli
Muda
Analis Kebijakan Ahli
Pertama

3

NO. JABATAN JUMLAH

1 Penelaah Teknis 10
Kebijakan

Pengolah Data dan
JUMLAH 2

5

JENIS JABATAN (KEBUTUHAN) Informasi

JPT PRATAMA 1

ADMINISTRATOR 0

PENGAWAS 0

FUNGSIONAL 9

PELAKSANA 15

TOTAL 25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DIREKTUR PELAKSANAAN | JUMLAH

PENDIDIKAN DAN 1
PELATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Pengembang
1 Teknologi
Pembelajaran Ahli
Madya
Pengembang
9 Teknologi
Pembelajaran Ahli
Muda
Pengembang
Teknologi
Pembelajaran Ahli
Pertama
& Widyaiswara Ahli
Madya
Widyaiswara Ahli
Muda
Widyaiswara Ahli
Pertama

NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 6
Kebijjakan

Pengolah Data dan

Informasi 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO. JENIS JABATAN {KI:LZII:EJI}‘:IFLGAI-II_IAN]
1 JPT PRATAMA 1
2 ADMINISTRATOR 0
3 PENGAWAS 0
4 FUNGSIONAL 22
5 PELAKSANA 12
TOTAL 35




PETA JABATAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN

JUMLAH

DIREKTUR PENGENDALIAN

1

NO. | JENIS JABATAN [K;éjlﬁ%ﬁ:m,
1 JPT PRATAMA 1
2 ADMINISTRATOR 0
3 PENGAWAS 0
4 FUNGSIONAL 3
5 PELAKSANA 9
TOTAL 13

JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli
il 1
Madya
9 Analis Kebijakan Ahli 1
Muda
3 Analis Kebijakan Ahli 1
Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 9
Kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT EVALUASI

JUMLAH
DIREKTUR EVALUASI 1
JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
1 Analis Kebijakan Ahli 9
Madya
2 Analis Kebijakan Ahli 9
Muda
3 Analis Kebijakan Ahli 2
Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 6
Kebijakan

JENIS JABATAN [K;éjg_i%ﬁ;m,
JPT PRATAMA 1
ADMINISTRATOR 0
PENGAWAS 0
FUNGSIONAL 6
PELAKSANA 6
TOTAL 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN
DIREKTORAT PENGUKURAN PELEMBAGAAN PANCASILA

JUMLAH
DIREKTUR PENGUKURAN
PELEMBAGAAN PANCASILA 1
JABATAN FUNGSIONAL
NO. JABATAN JUMLAH
Analis Kebijakan Ahli
1 2
Madya
o Analis Kebijakan Ahli 9
Muda
Analis Kebijakan Ahli
3 3
Pertama
NO. JABATAN JUMLAH
1 Penelaah Teknis 11
Kebijakan
Pengolah Data dan
2 ; 4
Informasi
JENIS JABATAN [nggﬁ"gm’
JPT PRATAMA 1
ADMINISTRATOR 0
PENGAWAS 0
FUNGSIONAL 7
PELAKSANA 15
TOTAL 23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PETA JABATAN

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA PUSAT DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

JUMLAH

1

KEPALA SUBBAGIAN TATA
USAHA PUSAT DATA DAN

JUMLAH

1

TEKNOLOGI INFORMASI
I

NO.

JABATAN

JUMLAH

1

Penelaah Teknis Kebijakan

2

Pengolah Data dan

Informasi

NO.

JENIS JABATAN

JUMLAH

(KEBUTUHAN)

JPT PRATAMA

1

ADMINISTRATOR

0

PENGAWAS

1

FUNGSIONAL

29

PELAKSANA

17

TOTAL

48

|
JABATAN FUNGSIONAL

NO. JABATAN JUMLAH
Pranata Komputer Ahli
1 1
Utama
Pranata Komputer Ahli
2 3
Madya
3 Pranata Komputer Ahli Muda T
4 Pranata Komputer Ahli 16
Pertama
5 Arsiparis Mahir/Pelaksana 1
Lanjutan
6 Arsiparis Terampil/Pelaksana 1
NO. JABATAN JUMLAH
1 Pengolah Data dan Informasi 14

SEKRETARIS UTAMA,

TONNY AGUNG ARIFIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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